BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut méngenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan,;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
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BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Gorontaio.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelengara pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoniesia Tahun 1945,
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan
Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Bupati adalah Bupati Gorontalo.

Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Gorontalo.

Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati adalah
peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur
dan mengikat secara umum.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Gorontalo.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

Unit Pelaksana Teknis Daerah atau disebut Cabang Dinas
adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di

satu kecamatan.

WABUP
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(1)

(2)

(3)

(1)

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur
staf.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala
Dinas.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
terdiri dari :
a. Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
(BMD);
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksana Tugas
Pembantuan.
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,
membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
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e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3. Seksi Kesenian.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD
dan Pendidikan Nonformal;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Pendidikan Dasar; dan
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i, Satuan Pendidikan.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB 1V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam  melaksanakan tugas penyelenggaraan  urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

Pasal S
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;,
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b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

a. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi
kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6
Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kesekretariatan, penyusunan rencana program, pengendalian
dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan
administrasi keuangan, penyelenggaraan anggaran rutin,
aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas, serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas

kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan
kepegawaian;

b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data
dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan
keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan
pedoman pelaksanaan program Kkerja, dokumentasi dan
kepustakaan;

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan program; dan

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi

kedinasan.

WABUP
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Pasal 8
Sekretaris, membawahkan:
a. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksana Tugas Pembantuan.

Pasal 9
(1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD),
melaksanakan tugas menyusun dan mengolah keuangan
dan barang milik daerah di Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan
Kebudayaan, memantau dan mengevaluasi anggaran,
menyusun laporan keuangan Dinas, serta melaksanakan

tugas-tugas sesuai dengan tugas kedinasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas
mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan, menyusun bahan rancangan peraturan
perundang-undangan, memfasilitasi bantuan hukum,
mengelola kepegawaian di Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan
Kebudayaan, mengoordinasi dan menyusun bahan kerja
sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan

Nonformal dan Kebudayaan, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

(3) Sub Bagian Perencana dan Pelaksana Tugas Pembantuan
melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran,
mengelola data dan informasi, memantau dan mengevaluasi
rencana program penyusunan laporan sekretariat dan dinas,
mengusulkan kenaikan pangkat dan meningkatkan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta
mendata pendidikan menengah dan pendidikan khusus,

memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia
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dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal,
mengfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan
karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin
pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini
kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah
pertama kerjasama, fasilitasi urusan perfilman, fasilitasi
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, memfasilitasi pengelolaan warisan budaya
nasional dan dunia, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal

Pasal 10
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud "dalam

Pasal 10, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan
dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kurikulum dan

Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta
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didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;

C. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

€. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kurikulum

: Dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta
@’ peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal;

g. pelaporan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan
dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsi kedinasan.

Pasal 12

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal, membawahkan:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 13
(1) Seksi  Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas
menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan kurikulum dan melaksanakan

penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
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Nonformal, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan
lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Anak Usia Dinj dan
Pendidikan Nonformal, menyusun bahan pembinaan
pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal, menyusun bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan
penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, melakukan pelaporan di Bidang Kurikulum dan
Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai
tugas kedinasan.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai
tugas menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,

menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan
prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, menyusun bahan penerbitan izin pendirian,
melakukan penataan dan penutupan satuan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, menyusun bahan
pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan
prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, melakukan pelaporan di Bidang Kelembagaan

Dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal, serta melaksanakan tugas-tugas lain
sesuai fungsi kedinasan.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai
tugas menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Minat, Bakat,
Prestasi dan Pembangunan Karakter Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan
pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal.
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Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 14
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas
menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai

fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di Bidang Kurikulum Dan Penilaian, Kelembagaan
dan Sarana Prasarana, serta Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama,;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kurikulum dan
Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama,;

C. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah

yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
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g pemantauan dan pengevaluasian di Bidang Kurikulum dan
Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

h. pelaporan di Bidang Kurikulum Dan Penilaian, Kelembagaan
dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama; dan

i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan
fungsi kedinasan.

Pasal 16
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:
a. Seksi Kurikulum dan Penilajan;
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 17
(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas
menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan kurikulum dan melaksanakan
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, menyusun bahan pembinaan pelaksanaan
kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama, menyusun bahan pembinaan bahasa
dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah
kabupaten, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama, melaksanakan pelaporan di
bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama, serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
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(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai
tugas menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menyusun
bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama, menyusun bahan perumusan,
koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan

penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah peitama,.

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan,
sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan
dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan tugas kedinasan.

(3) Seksi  Peserta Didik dan Pembangunan Karakter,
melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan,
kordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan
Minat, Bakat, Prestasi dan pembangunan karakter peserta
didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,

menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama, melakukan pelaporan di
Bidang Pembinaan Minat, Bakat dan penyusunan bahan
perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

tugas kedinasan.
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Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan

Pasal 18
Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan,
menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di

bidang kebudayaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai tugas kedinasan.

Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;

b. penyusunan bahan pembinaan di Bidang Pengelolaan Cagar
Budaya, Pengelolaan Museum Kabupaten, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

C. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang
masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat

penganutnya dalam daerah kabupaten;

€. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat
yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat

pelakunya dalam daerah kabupaten;

0

penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten,;

h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;

i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya

ke luar kabupaten;
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J. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;

k. penyusunan bahan fasilitasi di Bidang Pengelolaan Cagar
Budaya, Pengelolaan Museum Kabupaten, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di Bidang
Pengelolaan Cagar Budaya, Pengelolaan Museum kabupaten,
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

m. pelaporan di Bidang Pengelolaan Cagar Budaya, Pengelolaan
Museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan

kesenian; dan

n. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan
fungsi kedinasan.

Pasal 20
Bidang Kebudayaan, membawahkan:
a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

c. Seksi Kesenian.

Pasal 21

(1) Seksi Cagar Budaya dan Museum, mempunyai tugas

menyusun bahan perumusan dan mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya serta permuseuman, menyusun
bahan pembinaan dan fasilitas: registrasi cagar budaya dan
pelestarian cagar budaya, menyusun bahan pelakéanaan
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum,
menyusun bahan perbitan izin membawa cagar budaya ke
luar daerah kabupaten, menyusun bahan pemantauan dan
evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian

cagar budaya, serta permuseuman, melakukan pelaporan di
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bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar
budaya, serta permuseuman, serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi, mempunyai tugas menyusun
bahan perumusan, melakukan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di Bidang Sejarah, Tradisi, Pendaftaran Budaya
Tak Benda, dan Pembinaan Komunitas dan Lembaga Adat,
menyusun bahan pelestarian tradisi, menyusun bahan
pembinaan di bidang sejarah dan tradisi, menyusun bahan
pemantauan dan evaluasi di Bidang Sejarah, Tradisi,
Pendaftaran Budaya Tak Benda, dan pembinaan komunitas
dan lembaga adat, melakukan pelaporan di bidang sejarah,

tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan

komunitas dan lembaga adat, serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya sesuai fungsi kedinasan.

(3) Seksi Kesenian, mempunyai tugas menyusun bahan
perumusan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
pembinaan kesenian, menyusun bahan pembinaan
kesenian, menyusun bahan pemantauan dan mengevaluasi
Bidang Pembinaan Kesenian, Pelaporan di Bidang
Pembinaan Kesenian, serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 22
Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan,
menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan,
serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas

kedinasan.
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Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal,
serta tenaga kebudayaan;

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan

nonformal, serta tenaga kebudayaan;

C. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal,

d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal,

€. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam kabupaten;

f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar
budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga

tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

g penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal,
serta tenaga kebudayaan;

i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi

kedinasan.
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Pasal 24
Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
dan

c. Seksi Tenaga Kebudayaan.

Pasal 25

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas
menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan rencana kebutuhan,
rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal,
menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal,
membuat pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak wusia dini, dan
pendidikan nonformal, serta melaksanakan tugas-tugas
lainnya sesuai fungsi kedinasan.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,
mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama, menyusun bahan rencana
kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah

>
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pertama, menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Pelaporan di
bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai fungsi kedinasan.
(3) Seksi Tenaga Kebudayaan, melaksanakan tugas menyusun
bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga
kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga

kebudayaan lainnya, menyusun bahan pembinaan tenaga

cagar budaya dan permuseuman, tenaga Kkesejarahan,
tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan
lainnya, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya, Pelaporan di
bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman,
tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan
tenaga kebudayaan lainnya, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan fungsi kedinasan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN

Pasal 26

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

e — 0o
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pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi
pendidikan di kecamatan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi

dengan camat.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
pendidikan nonformal;

b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikaﬁ anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
pendidikan nonformal; dan

¢. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan anak usia
dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan

pendidikan nonformal.

Pasal 28
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsionas.

Pasal 29
(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
a. urusan perencanaan dan keuangan;

b. urusan kepegawaian;
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C. urusan ketatalaksanaan;
d. urusan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan

€. urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, dan

kerumahtanggaan UPT.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dengan tugas sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

(1) Kelompok  Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan
kelompok jabatan fungsional keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang
berlaku.

(3) Kelompok Jabatan fungsiona! terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(S) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
Bagian Kesembilan
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan

pada jalur formal dan nonformal.

(2) Satuan Pendidikan pada jalur formal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berbentuk:

a. Taman Kanan-kanak/Raudhatul Athfal, atau bentuk lain

yang sederajat;

b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain

yang sederajat; dan

c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau

bentuk lain yang sederajat.

(3) Satuan Pendidikan pada jalur nonformal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
. kelompok belajar;

. pusat kegiatan belajar masyarakat;

a

b

c

d. majelis ta’lim;
e. pondok pesatren,;

f. pendidikan diniyah;

g. taman pendidikan Al-Quran
h

. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal;

[
.

j. Satuan Pendidikan Sejenis lain.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 32

Satuan Pendidikan Nonformal (satuan PNF); dan

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
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menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan serta dengan unit pelaksana teknis di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi

lainnya di luar lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bahawan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Setiap laporan yang diterina oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
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lanjut dan untuk memberikan petunjuk  kepada
bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyal hubungan kerja.

(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan
tugas pembantuan:

a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi
dan instansi lain yang relevan; dan

b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Bupati dengan tembusan Gubernur, Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 34
(1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan
Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Eselon dan kepangkatan serta sistem Kkepegawaian
diatur sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,
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Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini

Gorontalo.

Diundangkan
pada tanggal

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Limboto

13 Desember 2016
S

di Limboto

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

\

1 A'"DIJAI-I U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 32

Sesuai dengan salinan aslinya,
. KEP‘_ALA AGIAN HUKUM

A

IR. NANI SH. MH.

NIP. 19780330 200312 2 003
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